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The diversity of religions, ethnicities and languages that exist in Indonesia could either be a 
barrier or a driver for rural development and has been receiving more attention in recent years. The 
purpose of this study is to analyze the long-term influence of the existence of residents with different 
religions, ethnicities, and daily languages in a village-on-village development. This research uses 
descriptive analysis and inferencing with multiple linear regression. Results of the multiple linear 
regression analysis show that the existence of residents of different religions and ethnicities has a 
positive impact on village development, but the various languages used daily have the opposite effect. 
In addition, the existence of credit facilities received by residents, the presence of health workers in 
the village, and the village topography have high enough influence on village development. 




Keragaman agama, etnis, dan bahasa yang ada di Indonesia dapat menjadi penghalang atau 
pendorong pembangunan desa dan telah mendapat perhatian lebih beberapa tahun terakhir. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jangka panjang keberadaan warga dengan agama, 
etnis, dan bahasa sehari-harinya yang berbeda di suatu desa terhadap pembangunan desa. Penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan regresi linier berganda. Hasil analisis 
regresi linier berganda menunjukkan bahwa keberadaan warga dari agama dan etnis yang berbeda 
memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, akan tetapi bahasa beragam yang dipakai 
sehari-hari memberikan dampak sebaliknya. Selain itu, keberadaan fasilitas kredit yang diterima 
warga, keberadaan tenaga kesehatan di desa, dan topografi desa memiliki pengaruh cukup tinggi 
terhadap pembangunan desa. 
Kata kunci: bahasa, etnis, keragaman agama, pembangunan desa 
PENDAHULUAN 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus 
pembangunan yang baru di Indonesia telah 
bergeser dari kota ke desa, salah satunya melalui 
peningkatan pembangunan infrastruktur di desa. 
Selain itu, pemberdayaan ekonomi komunitas 
desa dan pembangunan sumber daya manusia di 
desa juga menjadi salah satu karakteristik dari 
pembangunan yang baru di Indonesia (Nurlinah 
et al., 2020). 
Lima belas tahun setelah kebijakan 
desentralisasi, pemerintah pusat menetapkan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 
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Desa yang memberikan kewenangan tertentu 
sampai ke tingkat desa. Otoritas yang diberikan 
sampai pada tingkat desa diharapkan dapat lebih 
memberdayakan komunitas lokal dalam 
menentukan pembangunan yang dibutuhkan dan 
dapat menyelesaikan masalah di desa tersebut 
secara langsung (Faoziyah & Salim, 2020). 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 
jumlah desa menurut klasifikasi pemerintah 
terus meningkat. Pada tahun 2011, jumlah desa 
menurut klasifikasi pemerintah sebanyak 70,390 
desa. Tahun 2014 dan 2018, jumlah desa 
bertambah menjadi masing-masing sebanyak 
73,707 dan 75,436 desa (BPS, 2011b; 2014; 
2018c). BPS memproyeksikan pada tahun 2040 
jumlah penduduk di perdesaan sebanyak 93.06 
juta penduduk (BPS, 2018b). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pembangunan desa masih 
mempengaruhi banyak penduduk bahkan 
sampai 20 tahun mendatang. 
Pembangunan desa sejalan dengan salah 
satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB), yaitu mengurangi kesenjangan 
intranegara dimana jumlah desa tertinggal dan 
jumlah desa mandiri menjadi indikator nasional 
sebagai proksi global dari tujuan tersebut 
(Bappenas, 2017). Selama ini, pembangunan 
cenderung bias perkotaan, sehingga 
pembangunan desa dapat dilakukan untuk 
mengurangi kesenjangan pembangunan 
perkotaan dan perdesaan (BPS, 2018a). 
Desa yang tertinggal dianggap sebagai 
salah satu faktor yang signifikan berkontribusi 
terhadap kesenjangan, dimana tingkat 
kemiskinan di perdesaan lebih tinggi bila 
dibandingkan di perkotaan (Salim et al., 2017). 
Berdasarkan data BPS, dari tahun 2005 sampai 
2019, persentase penduduk miskin di perdesaan 
selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. 
Tahun 2019, persentase penduduk miskin di 
perdesaan sebesar 12.85 persen sedangkan di 
perkotaan sebesar 6.69 persen. Rata-rata lama 
sekolah di perdesaan juga lebih rendah 
dibandingkan di perkotaan, dimana pada tahun 
2019 rata-rata lama sekolah di perkotaan sebesar 
9.73 tahun sedangkan di perdesaan sebesar 7.48 
tahun yang mana belum memenuhi program 
wajib belajar sembilan tahun. Pelayanan 
kesehatan di perdesaan juga masih lebih rendah 
dibandingkan di perkotaan. Tahun 2019, unmeet 
need pelayanan kesehatan di perdesaan sebesar 
6.15 persen, lebih tinggi bila dibandingkan di 
perkotaan yang sebesar 4.41 persen. 
Tahun 2018, berdasarkan data BPS 
terdapat 5,559 desa mandiri, 54,879 desa 
berkembang, dan 13,232 desa tertinggal. Jumlah 
desa tertinggal masih dua kali lipat 
dibandingkan jumlah desa mandiri atau 17.96 
persen dari seluruh desa di Indonesia. Pada 
tahun 2018, di Indonesia, masih terdapat 72,863 
desa tanpa bank, 27,435 desa yang tidak dilewati 
angkutan umum, 29,650 desa yang memiliki 
paling sedikit satu keluarga tanpa akses listrik, 
58,277 desa tanpa kelompok pertokoan dan 
pasar, 27,710 desa dimana sebagian besar 
keluarga yang tinggal di desa tersebut 
menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar 
utama untuk memasak, serta 6,759 desa yang 
tidak terdapat sinyal telepon selular (BPS, 
2018c). 
Progres pembangunan di daerah 
perdesaan masih rendah di beberapa negara 
berkembang (Barrios, 2008). Beberapa masalah 
yang dihadapi daerah perdesaan di antaranya 
sulit mengadopsi teknologi, sulit berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial ekonomi karena 
konektivitas yang buruk serta sulit dan mahal 
untuk menyediakan layanan publik (Cowie et 
al., 2020). 
Marsden (2010) menyatakan bahwa 
terdapat enam kunci pembangunan desa, yaitu 
faktor endogen, pembaruan, modal sosial, tata 
kelola pasar, institusi baru, dan keberlanjutan. 
Faktor endogen merupakan faktor yang berasal 
dari dalam desa, diantaranya sumber daya lokal, 
kombinasi sumber daya lokal serta distribusi dan 
investasi dari kekayaan yang dihasilkan dari 
sumber daya lokal. Pembaruan merupakan 
wawasan baru, praktek baru, kombinasi dari 
sumber daya, teknologi, pengetahuan yang baru 
yang dapat memberikan fungsi yang lebih baik. 
Modal sosial menggambarkan kemampuan 
individu, grup, organisasi atau institusi, untuk 
terlibat dalam tujuan dan keuntungan yang 
sama. Pembangunan desa juga memerlukan tata 
kelola pasar untuk mengendalikan pasar atau 
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membangun pasar baru, institusi baru yang 
dapat berfungsi untuk mengkoordinasi masalah 
dan memberikan dukungan untuk tokoh desa, 
serta pembangunan ekonomi dan budaya desa 
yang berkelanjutan (Marsden, 2010). 
Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, 
sekitar 1,340 suku bangsa, dan sekitar 2,500 
bahasa daerah (BPS, 2011a). Hal tersebut dapat 
menjadi potensi atau penghalang bagi 
pembangunan. Mengingat Indonesia memiliki 
tingkat keragaman yang tinggi, keragaman etnis 
dapat memiliki peran dalam terciptanya konflik 
(Anggriyani & Dartanto, 2019). Hal tersebut 
dapat menjadi penghalang pembangunan. 
Keragaman budaya dan bahasa dalam 
suatu wilayah dapat menjadi jembatan dalam 
melakukan perdagangan dengan wilayah lain 
yang dapat menopang pembangunan ekonomi 
(Ahmad & Amin, 2020). Keragaman etnis juga 
dapat meningkatkan pembangunan melalui 
budaya (yang berpengaruh terhadap sumber 
daya manusia) dan modal sosial yang dapat 
meningkatkan tingkat kepercayaan dan tingkat 
partisipasi dalam pembangunan (Churchill et 
al., 2020). Keragaman agama dapat 
meningkatkan produktivitas, dimana individu 
yang beragam juga memiliki keahlian yang 
beragam, sehingga dapat meningkatkan 
pembangunan (Ying et al., 2017). 
Akan tetapi, Churchill & Smyth (2017) 
menemukan bahwa negara yang memiliki etnis 
lebih beragam lebih cenderung miskin 
dibandingkan negara yang memiliki etnis yang 
lebih homogen. Keragaman etnis dapat 
menimbulkan perbedaan pandangan terhadap 
berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik 
yang dapat menghambat pembangunan 
(Churchill & Smyth, 2017; Huntington, 1993). 
Menurut Grabowski & Laidler (2018) 
kualitas layanan pendidikan merupakan 
determinan dari negara yang tertinggal, dimana 
masyarakat yang tidak berpendidikan dapat 
menjadi penghalang pembangunan ekonomi 
suatu wilayah. Selain itu, topografi, lapangan 
usaha warga desa, tenaga kesehatan, irigasi, dan 
akses kredit, juga dapat mempengaruhi 
pembangunan desa (Barrios, 2008; Qin et al., 
2020; Rennie, 2003; Xiaojian & Xinsheng, 
2010). 
Fokus pembangunan yang lebih 
mengarah ke desa memerlukan berbagai 
pertimbangan. Belum banyak penelitian di 
Indonesia mengenai pengaruh keragaman etnis, 
agama atau bahasa terhadap pembangunan desa, 
sementara Indonesia adalah negara dengan 
keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, 
penelitian mengenai pengaruh keragaman etnis, 
agama, dan bahasa terhadap pembangunan desa 
diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mempelajari pengaruh jangka panjang dari 
keragaman etnis, agama, dan bahasa serta 





Data yang digunakan pada penelitian ini 
bersumber dari Pendataan Potensi Desa 2014 
(PODES2014) dan Indeks Pembangunan Desa 
2018 (IPD2018). Pendataan PODES merupakan 
pendataan yang dilakukan BPS secara sensus 
terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, 
dan wilayah administrasi pemerintahan terendah 
setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, 
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan 
Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). 
Pendataan PODES dilakukan tiga kali setiap 10 
tahun dan dilakukan sebelum Sensus Pertanian, 
Sensus Ekonomi, dan Sensus Penduduk. 
Pengumpulan data PODES 2014 dilakukan 
dengan wawancara kepala desa, sekretaris desa, 
kaur/kasi desa, dan pada instansi terkait seperti 
PLN, Puskesmas, atau Telkom (BPS, 2014). 
IPD merupakan indeks yang mengukur 
tingkat kemajuan desa yang dihasilkan oleh BPS 
dengan menggunakan sumber data PODES. 
Penghitungan IPD2018 hanya dilakukan untuk 
seluruh wilayah administrasi desa di seluruh 
Indonesia. Desa dalam penghitungan IPD 
merupakan desa berdasarkan Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan 
desa merupakan konsep yang multidimensi 
sehingga IPD dibangun berdasarkan 5 dimensi 
yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan 
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penyelenggaraan pemerintahan. Kelima dimensi 
tersebut dihitung menggunakan Principal 
Component Analysis dari 42 indikator yang 
terdapat dalam data PODES. Nilai IPD setiap 
desa bernilai dari 0 sampai 100. Semakin tinggi 
nilai IPD menunjukkan desa yang semakin 
maju. Dalam pengkategorian, desa dengan nilai 
IPD lebih dari 75 dikategorikan sebagai desa 
mandiri, IPD lebih dari 50 sampai kurang dari 
atau sama dengan 75 dikategorikan sebagai desa 
berkembang, dan IPD bernilai kurang dari atau 
sama dengan 50 dikategorikan sebagai desa 
tertinggal (BPS, 2018a). Dimensi dan indikator 
yang digunakan dalam IPD ditunjukkan pada 
Tabel 1. 
 
Tabel 1. Dimensi dan indikator IPD 
Indikator 
Dimensi Pelayanan Dasar 
Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA 
Ketersediaan dan akses ke SD Sederajat 
Ketersediaan dan akses ke SMP Sederajat 
Ketersediaan dan akses ke SMA Sederajat 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah 
sakit 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke RS 
Bersalin 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke Puskesmas 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke 
Poliklinik/Balai Pengobatan 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat 
praktek dokter 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat 
praktek bidan 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poskesdes 
atau Polindes 
Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek 
Dimensi Kondisi Infrastruktur 




Ketersediaan restoran, rumah makan atau 
warung/kedai makanan minuman 
Ketersediaan akomodasi hotel atau penginapan 
Ketersediaan bank 
Elektrifikasi 
Kondisi penerangan di jalan utama desa 
Bahan bakar untuk memasak 
Sumber air untuk minum 
Sumber air untuk mandi/cuci 
Fasilitas buang air besar 
Ketersediaan dan kualitas komunikasi seluler 
Ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos 
atau barang 
Dimensi Akuntabilitas Transportasi 
Lalu lintas dan kualitas jalan 
Aksesibilitas jalan 
Ketersediaan angkutan umum 
Operasional angkutan umum 
Waktu tempuh per kilometer transportasi ke 
kantor camat 
Biaya per kilometer transportasi ke kantor camat 
Waktu tempuh per kilometer transportasi ke 
kantor Bupati/Walikota 
Biaya per kilometer transportasi ke kantor 
Bupati/Walikota 
Dimensi Pelayanan Umum 
Penanganan kejadian luar biasa 
Penanganan gizi buruk 
Ketersediaan fasilitas olahraga 
Keberadaan kelompok kegiatan olahraga 
Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah 
Kelengkapan pemerintahan desa 
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Kualitas SDM Kepala Desa 
Kualitas SDM Sekretaris Desa 
Sumber : BPS (2018a) 
 
Unit Analisis 
Unit analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah desa berdasarkan konsep 
desa pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPS, 
2018a). 
Berdasarkan data PODES jumlah desa di 
seluruh Indonesia tahun 2014 sebanyak 73,707 
desa, sedangkan tahun 2018 sebanyak 75,436 
desa. Data IPD2018 yang dihasilkan oleh BPS 
mencakup 75,436 desa tahun 2018.  
Dikarenakan variabel bebas pada 
penelitian ini bersumber dari data PODES2014 
dan variabel terikat bersumber dari IPD2018 
maka unit analisis pada penelitian ini merupakan 
desa-desa di tahun 2014 yang dihitung IPD-nya 
pada tahun 2018. Mengingat dari tahun 2014 
sampai tahun 2018 perubahan administratif 
suatu desa dapat terjadi seperti penggabungan 
beberapa desa atau perubahan status dari desa 
menjadi kelurahan dan data cleaning, setelah 
melakukan penggabungan data PODES2014 
dan IPD2018 maka jumlah desa yang dianalisis 
pada penelitian ini adalah sebesar 72,121 desa. 
 
Variabel 
Variabel yang diteliti pada penelitian ini 
terbagi menjadi variabel terikat, variabel bebas 
utama, dan variabel bebas kontrol. Variabel 
terikat yaitu pembangunan desa pada penelitian 
ini menggunakan nilai IPD2018. Variabel bebas 
utama dan variabel bebas kontrol bersumber dari 
PODES2014. Variabel bebas utama adalah 
variabel bebas yang merupakan fokus dari 
penelitian ini, yaitu keragaman agama, 
keragaman etnis, dan keragaman bahasa. 
Keragaman agama dalam penelitian ini 
dikategorikan berdasarkan keberadaan warga 
yang berbeda agama dalam satu desa atau 
terdapat lebih dari satu agama yang dianut oleh 
masyarakat di desa tersebut. Desa dengan warga 
yang menganut lebih dari satu agama 
dikategorikan sebagai multi agama. Keragaman 
etnis dilihat dari jumlah etnis dari warga desa 
tersebut. Jika warga berasal dari satu etnis maka 
tidak dikategorikan sebagai multi etnis dan 
sebaliknya. Variabel multibahasa merupakan 
bahasa yang digunakan oleh warga desa sehari-
hari. Bahasa dalam penelitian ini dapat 
merupakan Bahasa Indonesia, bahasa asing, atau 
bahasa daerah. Bila warga menggunakan lebih 
dari satu bahasa sehari-hari maka desa tersebut 
dikategorikan sebagai multibahasa.  
Dikarenakan kebanyakan variabel terikat 
tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas 
(selain variabel bebas utama), maka variabel 
bebas kontrol, yaitu variabel lain yang mungkin 
memengaruhi variabel terikat, digunakan untuk 
mengontrol pengaruh variabel bebas utama 
terhadap variabel terikat (Harsono, 2002). 
Variabel bebas kontrol yang digunakan pada 
penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian 
sebelumnya yang telah dijelaskan pada bagian 
pendahuluan. Variabel terikat dan variabel 
bebas yang digunakan dalam analisis ini 
dijelaskan pada Tabel 2. 
 










Variabel Bebas Utama 
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Variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini bukan merupakan variabel 
pembentuk IPD. Pada IPD terdapat indikator 
jumlah dan kemudahan akses ke tempat 
fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tempat 
praktek dokter atau tempat praktek bidan yang 
menghitung tempat fasilitas kesehatan yang 
berada di desa, serta kemudahan akses ke 
fasilitas kesehatan tersebut (terdekat) jika 
fasilitas kesehatan tersebut tidak ada di desa. 
Pada variabel bebas terdapat jumlah tenaga 
kesehatan yang merupakan jumlah seluruh 
dokter umum/spesialis, dokter gigi, bidan, 
apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan 
masyarakat, tenaga gizi, perawat, dan tenaga 




Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
analisis inferensial. Analisis deskriptif 
digunakan untuk peringkasan data (seperti 
proporsi) menggunakan tabel untuk melihat 
variasi dari data tersebut (Riyanto & Wikarya, 
2018).  
Metode analisis inferensial yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
Persamaan model estimasi ditulis sebagai 
berikut: 
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ipd = β0 + β1agama + β2etnis + β3bahasa + β4tpgf 
+ β5lapus + β6pt + β7terampil + β8nakes+ 
β9irigasi + β10kredit  
 
Sebelum menguji variabel dengan regresi 
linier berganda, dilakukan uji multikolinearitas, 
uji heteroskedastisitas dan uji normalitas untuk 
memenuhi asumsi yang diperlukan dalam 
regresi linier berganda. Uji multikolinearitas 
dilakukan untuk menguji asumsi 
multikolinearitas pada regresi linier berganda 
dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance. Uji 
heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 
asumsi heteroskedastisitas dengan 
menggunakan grafik scatterplots antara 
regression studentized residual dan regression 
standardized predicted value. Uji normalitas 
digunakan untuk melihat pola distribusi normal 
dengan menggunakan grafik normal P-P plot of 
regression standardized residual.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Desa Menurut Keragaman 
Agama, Etnis, Bahasa, dan Tingkat 
Pembangunannya  
Hasil analisis deskriptif pada Tabel 3 
menunjukkan bahwa 12,498 desa (17.33 persen) 
merupakan desa tertinggal, 54,066 desa (74.97 
persen) merupakan desa berkembang, dan 5,557 
desa (7.71 persen) merupakan desa mandiri. 
Sebagian besar desa merupakan desa 
berkembang, akan tetapi desa tertinggal masih 
lebih dari dua kali lipat dari desa mandiri. 
Jika dilihat dari keragaman agama, desa 
dengan warga yang hanya memeluk satu agama 
tertentu (50.27 persen) sedikit lebih banyak 
dibandingkan desa dengan warga yang memeluk 
lebih dari satu agama (49.73 persen). Hal ini 
menunjukkan bahwa warga desa di Indonesia 
sedikit lebih homogen dalam hal agama yang 
dianut. Persentase desa tertinggal dengan warga 
yang memiliki agama yang sama (21.05 persen) 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan desa 
tertinggal dengan warga yang multi agama 
(13.57 persen), sedangkan persentase desa 
mandiri dengan warga yang memeluk agama 
yang sama (3.30 persen) lebih rendah 
dibandingkan desa mandiri yang multi agama 
(12.16 persen). Sebelum dikontrol terhadap 
faktor lain, desa yang multi agama, 3.68 kali 
lebih cenderung untuk menjadi desa mandiri 
dibandingkan desa dengan warga yang memeluk 
satu agama yang sama dan desa yang tidak multi 
agama 1.55 kali lebih cenderung untuk menjadi 
desa tertinggal dibandingkan desa yang multi 
agama. 
Berdasarkan keragaman etnis, 68.96 
persen desa merupakan desa dengan warga yang 
terdiri dari lebih dari satu etnis. Persentase desa 
berkembang dan desa mandiri yang terdiri dari 
warga multi etnis lebih tinggi dibandingkan 
persentase desa berkembang dan desa mandiri 
dengan warga yang tidak multi etnis. Persentase 
desa tertinggal yang terdiri dari warga dengan 
satu etnis (26.76 persen) lebih tinggi 
dibandingkan dengan persentase desa tertinggal 
yang terdiri dari warga yang multi etnis (13.08 
persen). Sebelum dikontrol terhadap faktor lain, 
desa dengan warga yang tidak multi etnis 2.05 
kali lebih cenderung untuk menjadi desa 
tertinggal dibandingkan desa dengan warga 
yang multi etnis. 
Berdasarkan bahasa yang dipakai sehari-
hari, desa dengan warga yang berkomunikasi 
dengan lebih dari satu bahasa (64.45 persen) 
lebih banyak dibandingkan desa dengan warga 
yang berkomunikasi dengan hanya satu bahasa 
(35.55 persen). Persentase desa tertinggal 
dengan warga yang berkomunikasi 
menggunakan satu bahasa (20.68 persen) lebih 
tinggi dibandingkan persentase desa tertinggal 
dengan warga yang berkomunikasi 
menggunakan lebih dari satu bahasa (15.48 
persen). Desa mandiri dengan warga yang 
berkomunikasi menggunakan lebih dari satu 
bahasa (8.82 persen) lebih banyak dibandingkan 
desa mandiri dengan warga yang berkomunikasi 
menggunakan satu bahasa (5.68 persen). 
Sebelum dikontrol dengan faktor lain, desa 
dengan warga yang berkomunikasi dengan lebih 
dari satu bahasa 1.55 kali lebih cenderung untuk 
menjadi desa mandiri dibandingkan desa dengan 
warga yang berkomunikasi dengan satu bahasa. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan 
desa dengan warga yang multi agama, multi 
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etnis dan multi bahasa lebih cenderung untuk 
menjadi desa mandiri, sedangkan desa dengan 
warga yang tidak multi agama, tidak multi etnis, 
dan tidak multi bahasa lebih cenderung untuk 
menjadi desa tertinggal. Hal ini menunjukkan 
bahwa, sebelum dikontrol oleh faktor lain, 
keragaman agama, etnis, dan bahasa warga di 
suatu desa dapat menjadi pendorong 
pembangunan di desa tersebut. Menurut Ahmad 
& Amin (2020) diversifikasi etnis dapat menjadi 
mesin untuk meningkatkan produktivitas dan 
inovasi karena masing-masing etnis memiliki 
keahlian yang berbeda yang dapat saling 
melengkapi satu sama lain. Etnis yang 
bercampur juga dapat menyatukan kemampuan, 
pengalaman, dan budaya saat produktif sehingga 
menghasilkan inovasi dan kreatifitas. 
Bila melihat kondisi geografis desa, 74,68 
persen desa merupakan desa dengan topografi 
berupa dataran. Persentase desa mandiri yang 
berupa dataran (9.36 persen) lebih tinggi 
dibandingkan persentase desa mandiri yang 
bukan dataran (2.84 persen). Akan tetapi, 
persentase desa tertinggal yang bukan dataran 
(34.37 persen) lebih tinggi dibandingkan 
persentase desa tertinggal yang berupa dataran 
(11.53 persen).  
Sebagian besar desa (93.82 persen) 
memiliki warga yang sebagian besar bekerja 
pada sektor pertanian, sedangkan hanya 6.18 
persen desa dengan sebagian besar warganya 
bekerja pada sektor nonpertanian. Persentase 
desa mandiri dengan sebagian besar warganya 
bekerja pada sektor nonpertanian (37.44 persen) 
lebih tinggi dibandingkan persentase desa 
mandiri yang sebagian besar warganya bekerja 
pada sektor pertanian (5.74 persen). 
Persentase desa mandiri dengan 
keberadaan infrastruktur pendidikan seperti 
perguruan tinggi atau lembaga keterampilan 
lebih tinggi dibandingkan desa mandiri tanpa 
infrastruktur pendidikan. Pola yang sama juga 
terlihat pada keberadaan tenaga kesehatan di 
desa, dimana persentase desa mandiri dengan 
tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkan 
persentase desa mandiri tanpa tenaga kesehatan. 
Bila melihat infrastruktur irigasi, 
persentase desa tertinggal tanpa infrastruktur 
irigasi lebih tinggi dibandingkan desa tertinggal 
dengan infrastruktur irigasi. Untuk penyaluran 
kredit, desa tertinggal yang warganya tidak 
mendapatkan kredit lebih tinggi dibandingkan 
desa tertinggal yang warganya mendapatkan 
kredit.  
Secara umum, kebanyakan desa tertinggal 
memiliki keadaan dimana desa tersebut tidak 
multi agama, tidak multi etnis, tidak multi 
bahasa, bukan berupa dataran, sebagian besar 
warganya bekerja pada sektor pertanian, tidak 
terdapat perguruan tinggi ataupun lembaga 
keterampilan, tidak terdapat tenaga kesehatan, 
tidak terdapat saluran irigasi, dan tidak terdapat 
warga yang menerima kredit setahun terakhir. 
Secara umum, kebanyakan desa mandiri 
merupakan desa yang multi agama, multi etnis, 
multi bahasa, berupa dataran, sebagian besar 
warganya bekerja pada sektor nonpertanian, 
terdapat perguruan tinggi ataupun lembaga 
keterampilan, terdapat tenaga kesehatan, 
terdapat saluran irigasi, dan terdapat warga yang 
menerima kredit setahun terakhir.
Tabel 3. Pembangunan desa menurut karakteristik desa 
  





Desa mandiri  
Multi agama 
Tidak 
7,631 27,425 1,197 36,253 
21.05% 75.65% 3.30% 50.27% 
Ya 
4,867 26,641 4,360 35,868 
13.57% 74.28% 12.16% 49.73% 
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Desa mandiri  
Multi etnis 
Tidak 
5,991 15,561 836 22,388 
26.76% 69.51% 3.73% 31.04% 
Ya 
6,507 38,505 4,721 49,733 
13.08% 77.42% 9.49% 68.96% 
Multi bahasa 
Tidak 
5,301 18,881 1,456 25,638 
20.68% 73.64% 5.68% 35.55% 
Ya 
7,197 35,185 4,101 46,483 
15.48% 75.69% 8.82% 64.45% 
Topografi 
Bukan dataran 
6,296 11,500 521 18,317 
34.37% 62.78% 2.84% 25.40% 
Dataran 
6,202 42,566 5,036 53,804 
11.53% 79.11% 9.36% 74.60% 
Lapangan usaha 
Pertanian 
12,377 51,397 3,887 67,661 
18.29% 75.96% 5.74% 93.82% 
Nonpertanian 
121 2,669 1,670 4,460 
2.71% 59.84% 37.44% 6.18% 
Perguruan tinggi 
Tidak ada 
12,486 53,528 5,050 71,064 
17.57% 75.32% 7.11% 98.53% 
Ada 
12 538 507 1,057 




12,435 50,695 3,628 66,758 
18.63% 75.94% 5.43% 92.56% 
Ada 
63 3,371 1,929 5,363 
1.17% 62.86% 35.97% 7.44% 
Tenaga kesehatan 
Tidak ada 
6,166 4,950 39 11,155 
55.28% 44.37% 0.35% 15.47% 
Ada 
6,332 49,116 5,518 60,966 
10.39% 80.56% 9.05% 84.53% 
Irigasi 
Tidak ada 
11,189 28,496 1,847 41,532 
26.94% 68.61% 4.45% 57.59% 
Ada 1,309 25,570 3,710 30,589 
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Desa mandiri  
4.28% 83.59% 12.13% 42.41% 
Kredit 
Tidak ada 
11,290 25,812 1,232 38,334 
29.45% 67.33% 3.21% 53.15% 
Ada 
1,208 28,254 4,325 33,787 
3.58% 83.62% 12.80% 46.85% 
Total 
12,498 54,066 5,557 72,121 
17.33% 74.97% 7.71% 100.00% 
Sumber : PODES2014 dan IPD2018, diolah 
 
Pengaruh Keragaman Agama, Etnis, Bahasa 
Terhadap Pembangunan Desa 
Hasil uji multikolinearitas, 
heteroskedasitas, dan normalitas menunjukkan 
asumsi yang terpenuhi untuk melakukan analisis 
regresi berganda. Pengujian Global Test dengan 
uji F menunjukkan nilai yang signifikan (p-
value<0.05 persen) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel bebas secara bersama-sama 
dapat digunakan membentuk model. 
Hasil regresi linear berganda pada Tabel 4 
menyajikan koefisien dan signifikansi masing-
masing variabel. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa seluruh variabel bebas signifikan pada p-
value<0.01. Berdasarkan hasil estimasi, model 
persamaan yang digunakan dituliskan sebagai 
berikut : 
 
ipd = 44.97 + 1.48agama + 3.19etnis – 
0.48bahasa + 6.01tpgf + 4.88lapus + 
1.67pt + 0.61terampil + 0.49nakes + 
6.02irigasi + 6.80kredit 
 
Nilai koefisien variabel multi agama 
sebesar 1.48 yang berarti bahwa keberadaan 
warga yang memeluk agama yang berbeda 
berhubungan positif dengan pembangunan desa. 
Desa dengan warga yang multi agama akan 
menambah IPD 1.48 poin lebih tinggi 
dibandingkan desa dengan warga yang tidak 
multi agama. Hal ini menunjukkan bahwa 
keragaman agama yang dipeluk warga dalam 
suatu desa dapat memberikan dampak positif 
terhadap pembangunan desa. Menurut Ying et 
al. (2017) keragaman agama dapat 
meningkatkan produktivitas yang dapat 
meningkatkan pembangunan. Kumpulan 
individu yang beragam memiliki keahlian dan 
interpretasi terhadap masalah yang berbeda 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
yang selanjutnya dapat meningkatkan 
pembangunan (Ying et al., 2017). 
Hasil estimasi regresi linier berganda 
menghasilkan nilai koefisien multi etnis sebesar 
3.19. Desa dengan warga yang berasal dari etnis 
yang berbeda dapat memiliki IPD 3.19 poin 
lebih tinggi dibandingkan desa dengan warga 
yang berasal dari satu etnis yang sama. Hal ini 
menunjukkan hubungan yang positif antara 
keragaman etnis dan pembangunan desa, dimana 
desa dengan warga yang beragam etnis dapat 
meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut 
sejalan dengan penelitian Churchill et al. (2020) 
dimana menurutnya keragaman etnis memiliki 
pengaruh positif terhadap pembangunan sumber 
daya manusia yang dapat mendorong 
pembangunan. Keragaman etnis dapat 
meningkatkan pembangunan melalui modal 
sosial, dimana dengan tingginya modal sosial, 
kendali sosial dan keterlibatan pemuda dalam 
pembangunan juga meningkat.  Selain itu, 
keragaman etnis yang dapat mendorong 
pembangunan menunjukkan bahwa efek positif 
keragaman terhadap pembangunan lebih tinggi 
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dari efek negatif, seperti konflik, yang dapat 
timbul karenanya (Churchill et al., 2020). 
Berbeda dengan variabel multi agama dan 
multi etnis, hasil estimasi menunjukkan nilai 
koefisien yang negatif untuk variabel multi 
bahasa, yaitu -0.48. Desa dengan warga yang 
memakai lebih dari satu bahasa sehari-hari dapat 
menurunkan IPD sebesar 0.48 poin 
dibandingkan desa dengan warga yang 
menggunakan satu bahasa sehari-hari. Terdapat 
hubungan negatif antara keragaman bahasa yang 
digunakan sehari-hari dengan pembangunan 
desa. Pembangunan desa dapat meningkat bila 
warga yang tinggal pada desa tersebut 
menggunakan satu bahasa sehari-hari. Menurut 
Churchill et al. (2020) satu bahasa yang 
digunakan dapat meningkatkan potensi modal 
sosial yang dapat meningkatkan pembangunan. 
Selain itu, kesatuan bahasa dapat menurunkan 
ketegangan akan perbedaan etnis, dimana 
ketegangan akan perbedaan etnis dapat 
menimbulkan konflik yang menghambat 
pembangunan (Churchill & Smyth, 2017). 
Topografi desa juga memiliki pengaruh 
signifikan terhadap pembangunan desa. Pada 
saat variabel lain konstan, desa dengan topografi 
berupa dataran dapat berkontribusi positif 
terhadap kenaikan IPD sebesar 6.01 poin. Selain 
itu, lapangan usaha nonpertanian juga memiliki 
dampak positif yang signifikan terhadap 
pembangunan desa. Pada saat variabel lain 
konstan, desa dengan sebagian besar warganya 
bekerja pada sektor nonpertanian dapat 
meningkatkan IPD sebesar 4.88 poin. 
Jumlah fasilitas pendidikan di desa 
memiliki hubungan yang positif terhadap IPD. 
Semakin banyak jumlah fasilitas pendidikan di 
desa tersebut, maka IPD yang dimiliki juga 
semakin tinggi. Ketika jumlah perguruan tinggi 
bertambah satu, maka IPD dapat meningkat 
sebesar 1.67 poin. Ketika jumlah lembaga 
keterampilan bertambah satu, maka IPD dapat 
meningkat sebesar 0.61 poin. Selain itu, jumlah 
tenaga kesehatan juga memiliki dampak positif 
terhadap pembangunan desa, dimana 
peningkatan satu tenaga kesehatan dapat 
berkontribusi positif terhadap IPD sebesar 0.49 
poin. 
Fasilitas irigasi dan kredit juga memiliki 
dampak positif terhadap pembangunan desa. 
Pada saat variabel lain konstan, keberadaan 
fasilitas irigasi di desa dapat meningkatkan IPD 
sebesar 6.02 poin. Selain itu, keberadaan warga 
yang menerima fasilitas kredit di desa satu tahun 
terakhir dapat berkontribusi positif terhadap 
kenaikan IPD sebesar 6.80 poin. 
 
Tabel 4. Hasil regresi linier berganda 
Variabel Koefisien (β) 
Konstanta 44.97 *** 
Multi agama   
 Ya 1.48 *** 
 Tidak (acuan)   
Multi etnis   
 Ya 3.19 *** 
 Tidak (acuan)   
Multi bahasa   
 Ya -0.48 *** 
 Tidak (acuan)   
Topografi   
 Dataran 6.01 *** 
 Bukan dataran (acuan)   
Lapangan usaha   
 Nonpertanian 4.88 *** 
 Pertanian (acuan)   
Perguruan tinggi 1.67 *** 
Lembaga keterampilan 0.61 *** 
Tenaga kesehatan 0.49 *** 
Irigasi   
 Ada 6.02 *** 
 Tidak ada (acuan)   
Kredit   
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Variabel Koefisien (β) 
 Ada 6.80 *** 
  Tidak ada (acuan)     
Keterangan: ***=p-value<0.01; **=p-value<0.05;  
*=p-value<0.1 




Berdasarkan hasil analisis deskriptif, 
kebanyakan desa di Indonesia ditinggali oleh 
warga dengan agama yang sama, etnis yang 
berbeda, dan menggunakan lebih dari satu 
bahasa sehari-hari. Desa yang memiliki warga 
dengan agama yang sama, etnis yang sama, dan 
memakai satu bahasa sehari-hari cenderung 
merupakan desa tertinggal. Desa yang memiliki 
warga dengan agama yang berbeda, etnis yang 
berbeda, dan menggunakan lebih dari satu 
bahasa sehari-hari cenderung merupakan desa 
mandiri. Hasil analisis deskriptif mengenai 
keragaman bahasa berlawanan dengan hasil 
inferensial, dimana menurut analisis deskriptif 
desa tertinggal cenderung menggunakan satu 
bahasa, sedangkan desa mandiri cenderung 
menggunakan lebih dari satu bahasa. Hal 
tersebut dimungkinkan dapat terjadi karena 
analisis deskriptif belum mengontrol variabel 
lain yang juga berpengaruh terhadap 
pembangunan desa. Desa dengan topografi 
berupa dataran, sebagian warganya bekerja pada 
sektor nonpertanian, terdapat perguruan tinggi, 
lembaga keterampilan, tenaga kesehatan, 
fasilitas irigasi, dan terdapat warga yang 
mendapat fasilitas kredit setahun terakhir 
cenderung merupakan desa mandiri. 
Berdasarkan hasil inferensial, setelah 
dikontrol oleh variabel topografi, lapangan 
usaha, jumlah perguruan tinggi, jumlah lembaga 
keterampilan, jumlah tenaga kesehatan, 
keberadaan irigasi dan keberadaan kredit, 
keberadaan warga yang multi agama, multi etnis, 
dan multi bahasa memberikan dampak yang 
signifikan terhadap pembangunan desa. 
Keberadaan warga yang multi agama dalam desa 
memberikan dampak positif pada pembangunan 
desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 
Ying et al. (2017) dimana keragaman agama 
memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap pembangunan daerah. Keberadaan 
warga yang multi etnis juga memberikan 
dampak positif terhadap pembangunan desa. 
Penelitian Churchill et al. (2020) juga 
menunjukkan bahwa keragaman etnis dapat 
meningkatkan pembangunan sumber daya 
manusia yang dapat menunjang pembangunan. 
Sedangkan keragaman bahasa yang digunakan 
sehari-hari memiliki dampak negatif terhadap 
pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan 
penelitian Churchill & Smyth (2017) yang 
menunjukkan bahwa keberagaman bahasa 
memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. 
Keragaman agama dan etnis memberikan 
dampak positif terhadap pembangunan desa 
dimungkinkan melalui modal sosial yang 
meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, 
serta keahlian yang berbeda yang dapat 
meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, 
keragaman bahasa yang digunakan sehari-hari 
justru memberikan dampak negatif terhadap 
pembangunan, kemungkinan dikarenakan 
penggunaan bahasa yang berbeda akan lebih 
menonjolkan perbedaan etnis yang ada sehingga 
ketegangan akan konflik dapat meningkat dan 
dapat menghambat pembangunan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keragaman agama dan 
etnis dalam desa diperlukan untuk pembangunan 
sedangkan bahasa yang sama diperlukan sebagai 
pemersatu keragaman tersebut. 
Selain keragaman agama, etnis, dan 
bahasa, faktor topografi desa, lapangan usaha 
sebagian besar penduduk desa, jumlah 
perguruan tinggi, jumlah lembaga keterampilan, 
jumlah tenaga kesehatan di desa, keberadaan 
fasilitas irigasi, serta keberadaan warga yang 
menerima fasilitas kredit di desa juga signifikan 
berhubungan dengan pembangunan desa. Dari 
seluruh variabel tersebut, fasilitas kredit, jumlah 
tenaga kesehatan, dan topografi desa 
memberikan dampak yang paling tinggi 
terhadap pembangunan desa. 
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